Menimbang

Mengingat

BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 1 3 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKFD)

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008

BUPATI JEPARA,

 bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis

pada kepentingan masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2009
dan sesuai dengan amanat pasal 268 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, periu ditetepkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2008,

. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

ditetapkan dengan Peraturan Bupall.

~ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembeniukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Masiona! (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Momor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3852);

. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 104, Tambahan
L embaran Negara Republik Indonesia Nomar 4421),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagamana telah bebarapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubzhan Kedua Atas Undang-Undang Nomaor 32 Tahun 2004
tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomar 59, Tambzahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4844);

6. Undang-Undang .....




Menetapkan

9.

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4438},

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolzan Keuangan Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 10, Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemenntah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan WNasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4564);

0. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

10. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Megeri
Noemor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Momor 2 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1),

12, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012 (Lembaran
Daerah Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 14);

13, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jepara
(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 NMomor 55).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2008

Paszal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2008 merupakan
Dokumen Persncanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara untuk perode
tahun 2002 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2008.
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Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2009
adalah sebagai berikut :

BAB | x Pendahuluan

BAB I : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
BAB I : Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV ; Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB W : Penutup

Pasal 3

Rencana Kera Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 beserta matriknya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 merupakan landasan
dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Jepara dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2008.

Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara _
pada tanggal 1A mcL

\\,——IUiHFATI JEP 5

—

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal i3 fMer 2aeof
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEFARA

M. EFFENDI
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BABV
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintzh Daerah (RKPD) memegang peranan yang
sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan
daerah. RKP'D Kabupaten Jepara Tahun 2009 menjadi acuan dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2009 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2009, dan
selanjutnya  menjadi  pedoman  penyusunan  Rancangan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jepara Tahun 2009.

Keberhasilan  pelaksansan dokumen ini, sangat tergantung pada
keslapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif,
legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun masyarakat, juga
sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangal, ketaatan, kejujuran
dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan (stakeholders). Faktor-faktor ini
dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan
pembangunan  yang mencakup aspek  perencanaan,  pelaksanaan,
pengendalian dan  pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap

sehingya hasil pembangunan menjadi optimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata
di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan kegiatan
ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

BUPATI JEP/

bey <

HENDRO MARTOJO
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